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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat
pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak
antara:
Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ojek online, tempat
kediaman di ---, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon,;
melawan
Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta
pada PT. SSM, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 06 Januari 2022 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong di bawah Register Nomor
128/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 06 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Samarinda Ulu, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0206/050/111/2019, tertanggal 18
Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 1 tahun 6 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon
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mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidak
jujuran , sehingga terjadi percekcokan dalam rumah tangga Penggugat
sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah

sikap, namun Tergugat masih tidak bisa merubah sikap

o Bahwa, puncaknya pada bulan oktober tahun 2021 terjadi pertengkaran

masalah yang sama kemudian Tergugat meminta cerai ;

4, Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah
sesuai dengan ketentuan syara’, karenanya Pemohon bersedia
memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. O
serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. O;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan
sidang Pengadilan Agama Tenggarong setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama
berupa:

Nafkah selama masa iddah

sejumlah Rp. 0;
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- Mutah berupa uang

sejumlah Rp. 0O;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama TenggarongCq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai beriku;
Subsider:

Dan Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut
relaas yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya Termohon itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan,
baik sendiri maupun diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam perkara
ini, maka proses selanjutnya yakni mediasi sebagaimana yang ditentukan
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan
nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali
untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan
tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa
adanya perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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A. Surat :
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 0206/050/111/2019, tanggal 18
Maret 2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi materai serta
dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
B. saksi :

1. saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di --Kota, Kota Samarinda,., dibawah sumpahnya telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,

e Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon
dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;

e Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon
menikah pada tanggal 18 Maret 2019;

e Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 6 bulan dan
belum di karuniai anak;

e Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon
belum dikarunia anak;

e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik
layaknya sebagai suami istri namun sejak Oktober 2021, sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi;

e Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak
jujursehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus;

e Bahwa saksi dengar antara Pemohon dengan Termohon selalu
bertengkar karena Termohon selalu marah bila Pemohon memberikan
uang kepada anak Pemohon;

e Bahwa saksi dengar Termohon lebih mementingkan kepentingan

pribadi Termohon dan keluarganya;
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¢ Bahwa saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah
rumah sejak Oktober 2021, Pemohon dirumah orang tua Pemohon
sementara Termohon tinggal dengan orang tuanya;

e Bahwa saksi tahu kalau antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak saling memperdulikan lagi;

e Bahwa saksi sebagai tetangga sudah pernah berusaha
mendamaikan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali
rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. saksi, umur 26 tahun, agama islam Pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di ---, Kota Samarinda, Teman, dibawah
sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

e Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon
dan Termohon sebagai teman Pemohon;

e Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon
menikah pada tanggal 18 Maret 2019;

e Bahwa menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 1 tahun 6 bulan dan belum di
karuniai anak;

e Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon
belum dikarunia anak;

e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik
layaknya sebagai suami istri namun sejak Oktober 2021, sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi;

e Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak
jujur sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus;

e Bahwa saksi dengar antara Pemohon dengan Termohon sering
bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai

kepala rumah tangga;
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e Bahwa saksi dengar antara Pemohon dan Termohon sering
bertengkar karena Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon
dari pada Pemohon;
e Bahwa saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah
rumah sejak Oktober 2021, Pemohon tinggal dirumah bersama
sementara Termohon tinggal dengan orang tuanya;
e Bahwa saksi tahu kalau antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak saling memperdulikan lagi;
e Bahwa saksi sebagai teman sepupu sudah pernah berusaha
mendamaikan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali
rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;
hwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
mempertahankan dalil-dalii permohonannya untuk menceraikan Termohon
karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk
berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan
maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis
Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai
dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo
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pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist
Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149 yang
sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Sl olg)) ad 3> Y el 949 wamy pls puobuwall plS> o S Il e oo
(ridad

Artinya : 7 Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim

dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:
ade oSAlg daindlg s9el glow 5 o0 jsigl asylei o lax] s ¢lg
(V€a-Y-, 1Y)

Artinya : “ Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta
boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan,
sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum,
maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan
secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup

alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga
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sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak
dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya;
e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi
sejak Oktober 2021 sampai sekarang, karena Termohon selalu marah bila
Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohonsehingga sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
e Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi pada Oktober 2021, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
e Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon
dengan Termohon telah pisah tempat sejak Oktober 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Kketidakhadiran Tergugat di dalam
persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak
bantahannya, namun karena perkara ini secara lex specialis merupakan
sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (de
grote leugen) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib
alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 Reglement
Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan
bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan
Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:
offe 23401 e puals e 3all I a1 106 alas il DI o ol 8
Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan
(jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di

persidangan;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menajukan bukti surat berupa
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 0206/050/111/2019, tanggal 18 Maret 2019,
atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah dicocokan dengan
aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis
diberi tanda (P.1) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan
formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan
pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil
dan materil suatu akta otentik, sehingga bukt tersebut bersifat sempurna dan
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata
Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan
berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63
ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal
1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf
(a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara
absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 yang telah dicocokkan
dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
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Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2
(dua) orang saksi untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, yang masing-
masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan
sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu
kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima
untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis
disebabkan Termohon selalu marah bila Pemohon memberikan uang kepada
anak Pemohonsehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta
antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis
disebabkan Termohon selalu marah bila Pemohon memberikan uang kepada
anak Pemohonsehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.
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sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian
antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309
R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi
tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan
yang lainnya saling bersesuaian dan secara materil ada kesamaan maka
Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang
melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum
dikarunia anak;

3. Bahwa sejak Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon tidak
rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon selalu marah bila
Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohonsehingga sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
Oktober 2021, sampai sekarang ini;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha
menasihati untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,
namun upaya yang dilakukan oleh keluarga tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak Oktober 2021, rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon mulai goyah dan ada tanda-tanda keretakan ketika
Termohon mulai berubah sikapnya terhadap Pemohon dan Termohon tidak
menghargai suami serta Termohon tidak jujurdari istri yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon berubah prilaku dan sikapnya terhadap
Pemohon karena Termohon tidak jujursehingga sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan
bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah
tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sementara pengadilan maupun pihak
keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan yang telah dialami oleh Pemohon dengan
Termohon, apalagi telah berpisah tempat tinggal maka yang demikian itu telah
mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
(Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (on
heel baare tweespalt), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin
lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur’an Surat Ar-
Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

0l 80> 55 8390 pSinr J2zs L] lsiSuus) Lolgl aSansil o @S) 315 O aill Gos
09San pod) LY s (9
Artinya:  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,
sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;
tlasll Cd> e p 2do duwlaoll s,

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan;
Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar

dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya
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bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan
tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu
pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan
kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang
tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa
mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus
1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai
diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon
izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi :
pile grosw alll 018 3Mall lga s 0l
Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Dalil syari dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz |
halaman 83, sebagai berikut:
lgsd giis 2 ply Ouzo il 8Ll Colniai iz SMall pllai pMawdl izl 28
olizo Lroiwdl OY o) 2k 0o Bge Tloll dall meai cuzs wlo Yo wlas

alasdl zg, ol pdls 1329 sall Hxudl (uzg ozl (e oSy ol
Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara
yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memehon izin
cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan
berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat
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menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap
Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggarong setelah putusan

ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah

talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang
penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam
sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagimana layaknya suami
istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon
mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi
yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Tenggarong;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 860.000.,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 03 Februari
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh
kami Nahdiyanti, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis. Khalishatun Nisa, S.H.I.,
M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan
Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis

Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H.. Nahdiyanti, S.H.l.,M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Arbain, S.H.
Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya PNBP :Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
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3. Biaya Panggilan :Rp. 660.000,-

4. Materai :Rp. 10.000.-
Jumlah : Rp. 780.000,-

Terbilang : tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah
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